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Abstract: This study  discusses  the implementation of the determination of Integrated  Marriage  of Religious Court  Class IIA 
Manna  in District Kedurang  South  Bengkulu  Regency.  the establishment of marriage  is a provision  of marriage  proven  by a 
religious court. The legal basis of marriage  isbat is the Compilation of Islamic Law contained in Article 7 paragraph (1) Com- 
pilation  of Islamic Law affirms that marriage  can only be proved  by the Marriage Certificate made  by the Officer of Marriage 
Recorders. This indicates  that marriages  that do not have  proof of registration  can be submitted to the establishment of mar- 
riage in religious courts accompanied by certain requirements. The purpose of the isbat marriage  is to get a new marriage  book 
through  the establishment of ratification in accordance with the Law No. 1 of 1974 without doing aqad  marriage  again. Among 
the reasons  for implementing the establishment of Integrated  Marriage is to provide  solutions for couples  whose marriages  are 
not recorded. The purpose of this study is to know the rule of law issued by the Supreme Court relating to the establishment of 
Integrated  Marriage and the application of Supreme Court Regulation  No. 1 Year 2015 By Manna  Religious Court. This type of 
research  is a type of field research  using qualitative  descriptive  approach. The research  data  is taken directly from the research 
location  and the data  is obtained by using interview method, observation and documentation method. After the data  collected 
to analyze the data collected in this study used analytical descriptive-analytic technique, which describes all the things that focus 
in this research. The results of this study indicate  that the Regulation  of the determination of Integrated  Marriage contained in 
Perma  No 1 Year 2015 which regulates the mechanism of implementation of an integrated determination session. As for the rule 
of law remains  based  on existing rules. Meanwhile,  the establishment of integrated marriage  is conducted by Manna  Religious 
Court in Kedurang  sub-district in accordance with Perma  No 1 year 2015.  Legal basis of the determination of Marriage Regula- 
tion Terhadi  namely  KHI Article 7 paragraph (1). While the judge’s consideration in deciding  the determination of Integrated 
Marriage is a problem.  With the establishment of marriage, the protection of the rights of each partner  because of their marriage 
has obtained legal recognition  and  provide  assurance of life, property  and  descent  which is the principle that must be kept in 
Islam (Ushulul Khomsah). 
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Abstrak: Penelitian ini membahas implementasi Itsbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Kelas IIA Manna  di Kecamatan Ke- 
durang  Kabupaten Bengkulu  Selatan. Isbat  nikah   adalah   suatu   penetapan   perkawinan yang   dibuktikan  melalui   sidang 
pengadilan  agama.  Dasar   hukum   isbat   nikah   adalah Kompilasi Hukum  Islam terdapat pada pasal  7 ayat  (1) Kompilasi 
Hukum  Islam menegaskan bahwa  perkawinan hanya dapat dibuktikan  dengan Akta Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pen- 
catat Nikah. Hal ini menunjukkan bahwa  perkawinan yang tidak memiliki bukti pencatatan dapat diajukan  itsbat nikah pada 
pengadilan agama yang disertai dengan persyaratan tertentu.  Tujuan  dari adanya itsbat nikah   adalah  untuk   mendapatkan 
buku  nikah  baru   melalui  penetapan pengesahan sesuai  dengan  peraturan Undang-undang Nomor   1  Tahun  1974  tanpa 
melakukan aqad  nikah lagi. Di antara alasan  pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu adalah untuk memerikan solusi bagi pasangan 
yang pernikahannya tidak tercatat.  Tujuan penelitian  ini adalah mengetahui aturan  hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung 
yang berkaitan denga  itsbat Nikah Terpadu dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun  2015  Oleh Pengadi- 
lan Agama Manna.  Jenis penelitian  ini adalah jenis penelitian  lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Data penelitian  diambil langsung  dari lokasi penelitian  dan data tersebut  diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi  dan  metode dokumentasi. Setelah  data  terkumpul  untuk  menganalisis data  yang  terkumpul  dalam  penelitian  ini 
digunakan teknik analitis deskriptif-analitik,  yaitu mendeskripsikan semua  hal yang fokus dalam  peneltian ini. Hasil penelitian 
ini menutjukkan bahwa  Peraturan Itsbat Nikah Terpadu tertuang  dalam  Perma  No 1 Tahun  2015  yang mengatur mekanisme 
pelaksanaan sidang itsbat terpadu. Sementara untuk aturan  hukum  tetap  berdasar kepada aturan  yang telah ada.  Sedangkan 
Itsbat Nikah terpadu dilaksanakan Pengadilan Agama Manna  di kecamatan Kedurang  sesuai dengan Perma  No 1 tahun  2015. 
Dasar  hukum  pelksanaan Itsbat Nikah Terpadi  yaitu KHI Pasal  7 ayat  (1). Sedangkan pertimbangan yang  digunakan hakim 
dalam  memutuskan Itsbat Nikah Terpadu adalah  kemasalahatan. Dengan  adanya itsbat nikah terwujudlah perlindungan atas 
hak-hak  masing-masing pasangan karena  perkawinan mereka  telah mendapat pengakuan hukum   dan  memberikan jaminan 
jiwa, harta  dan keturunan yang merupakan hal yang prinsip yang harus di jaga dalam  islam (Ushulul Khomsah). 




Perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  se- 
orang pria dan seorang  wanita sebagai suami istri den- 
gan  tujuan  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.1  Berdasarkan pengertian tersebut maka da- 
pat  diketahui  bahwasanya perkawinan bukan  hanya 
sebagai suatu peristiwa hukum biasa tetapi juga meru- 
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pakan  ikatan suci yang memiliki tujuan  tertentu. 
Oleh karena  itu setiap permasalahan yang muncul 
harus  segera  ada  jalan keluar  untuk  itu karena  akan 
menganggu pencapaian  tujuan   tersebut.   Mengenai 
perkawinan, Negara  telah menata perkawinan warg- 
anya dengan membuat beberapa aturan  di antaranya 
UU No.  22  Tahun  1946  Tentang  Pencatatan Nikah, 
Talak  dan  Rujuk,  UU No.  32  Tahun  1954  Tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah 
luar Jawa  dan  Madura,  kemudian pada  Tahun  1974 
Negara  kembali membuat suatu aturan  yaitu UU No. 
1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan yang berlaku  na- 
sional serta mengganti  dan menyatakan tidak berlaku 
lagi UU sebelumnya. Pada  dasarnya UU No. 1 Tahun 
1974  Tentang  Perkawinan (selanjutnya dalam  hal ini 
disingkat  dengan UUP)  merupakan sumber  hukum 
materiil dalam  lingkungan  peradilan. Namun  saat ini 
mengenai perkawinan khususnya bagi masyarakat 
muslim  dalam  perkara  peradilan tidak  sepenuhnya 
merujuk  pada  UUP tersebut.  Sebagai  contoh  dalam 
masalah itsbat nikah  tidak diatur  secara  tegas dalam 
UU tersebut,  melainkan diatur  dalam  Kompilasi Hu- 
kum  Islam (KHI). Dengan  kata  lain itsbat  nikah  se- 
bagai  solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat  dan 
atau tidak mempunyai buku nikah, tidak diatur dalam 
UUP. 
Pengaturan   mengenai  itsbat   nikah   secara    te- 
gas diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang 
Kompilasi Hukum  Islam, yaitu pada  Pasal 7 Ayat (2), 
(3) dan  Ayat (4). Kemudian  jika dicermati,  ketika di- 
hubungkan pelaksanaan antara UUP dengan Kompi- 
lasi Hukum  Islam, maka akan didapat beberapa kele- 
mahan. Dalam  KHI dijelaskan  bahwa, “itsbat  nikah 
yang  diajukan  ke Pengadilan Agama  terbatas  ketika 
adanya perkawinan yang terjadi sebelum  berlakunya 
UU No. 1 Tahun  1974”.2  Artinya jika mengacu kepa- 
da Kompilasi Hukum  Islam (KHI) dalam  Pasal 7 Ayat 
(3d)  dan   UUP  ketika  seseorang menikah   sebelum 
adanya UUP  tersebut  (sebelum  tahun  1974)  maka 
diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah, karena 
pada  saat  itu peraturan yang  ada  merupakan pera- 
turan yang hanya  berisi hukum formil, yang sebelum- 
nya  tidak  dikenal  bagi  golongan  Islam, karena  bagi 
umat Islam hanya  berlaku hukum  adat.3 
Akan tetapi  setelah  adanya UU Perkawinan yang 
merupakan  hukum   materiil  yang  berlaku   nasional 
yang  pelaksanaanya diatur  dalam  Peraturan Pemer- 
intah  No. 9 tahu  1975.  Maka sejak diberlakukan se- 
suai  dengan PP  tersebut  tidak  ada  lagi pihak  yang 
diperbolehkan menikah  sirri (nikah dibawah tangan), 
setiap  perkawinan yang  berlangsung harus  dicatat- 
kan. Oleh karenanya itsbat nikah terhadap nikah sirri 
untuk saat ini tidak diperkenankan. 
Jika UUP dicermati  lebih lanjut,  maka  salah  satu 
tujuan  utama  disahkannya UU tersebut  adalah seba- 
gai  upaya   penertiban hukum  terhadap pernikahan 
yang   dilakukan   oleh   masyarakat  Indonesia,  yaitu 
tidak  ada   lagi  perkawinan  yang   tidak  tercatatkan 
setelah  berlakunya UU ini. Sebagaimana  yang  ter- 
cantum  dalam  UUP, pada  Pasal  2 ayat  (1) berbunyi 
“Perkawinan adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut 
masing  masing  agamanya dan  kepercayaannya itu”. 
Sedangkan dalam  Pasal  2 ayat  (2) dijelaskan  “Tiap- 
tiap  perkawinan dicatat   menurut peraturan  perun- 
dang-undangan yang berlaku”.4 
UUP Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut  mempunyai 
makna   bahwa   sesungguhnya setelah   terbitnya   UU 
No.  1  Tahun  1974  tidak  ada  lagi pernikahan  yang 
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal 
tersebut  juga sebagai  penertiban pernikahan, dengan 
adanya pencatatan nikah  ini, sebagai  konsekuensin- 
ya masyarakat akan  mendapatkan pengakuan yang 
sah  oleh  hukum  terhadap pernikahan tersebut  dan 
akan  mendapatkan  perlindungan hukum  jika suatu 
saat nanti terjadi sengketa  hukum  terkait dengan per- 
ceraian,  pembagian waris, nasab, dan  lain sebagain- 
ya. Akan tetapi apabila  tidak dicatatkannya, maka se- 
bagai  konsekuensi mereka  pernikahan tersebut  tidak 
diakui  secara  hukum  positif dan  tidak mendapatkan 
perlindungan hukum  ketika terjadi permasalahan da- 
lam pernikahan tersebut. 
Dampak yang  terjadi  terhadap masyarakat yang 
belum  mempunyai buku  nikah  ialah  mereka   akan 
mengalami  kesulitan   mendapatkan  akta   kelahiran 
dan   kartu  keluarga.   Untuk  membantu  masyarakat 
yang belum mempunyai buku nikah atau pernikahan- 
nya tidak tercatat,  Mahkamah Agung Republik Indo- 
nesia  mengeluarkan peraturan, yang  termuat  dalam 
Peraturan Mahkamah Agung  nomor  1 tahun  2015, 
tentang  pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan 
Negeri dan  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah 
dalam   rangka  menerbitkan akta  perkawinan, buku 
nikah dan akta kelahiran. 
Adapun  Tujuan  dari Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor  1 Tahun  2015  termuat  dalam  Pasal  2 butir a 
dan b, sebagai  berikut : 
1.  Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang 
Hukum 
2.  Membantu   masyarakat   terutama   yang    tidak 
mampu dalam  memperolah hak atas akta 
perkawinan,buku Nikah dan  akta  kelahiran  yang 
dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya rin- 
gan.5
 
2Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3d). 
3Arso Sosroatmodjo dan  Wasit Aulawi, Hukum  Perkawinan  di Indone- 
sia, (Bulan Bintang, Jakarta,,  1975) h. 46. 
 
4UU Perkawinan,  Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, h. 7 
5Peraturan Mahkamah  Agung no 1 Tahun 2015
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Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut  yang 
menjadi  sasaran   atau  objeknya   adalah termuat  da- 
lam Pasal 4. Dalam pasal tersebut  dinyatakan bahwa, 
penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi : 
1.  Anggota   masyarakat  yang   pernikahannya atau 
kelahirannya belum dicatatkan. 
2.  Anggota  masyarakat yang  tidak  mampu dan  su- 
lit mendapat akses  pelayanan di  gedung  Kantor 
Pengadilan, Dinas Kependudukan dan  Pencatatan 
Sipil Kabupaten/ kota  dan  Kantor  Urusan  Agama 
Kecamatan baik secara  ekonomi  dan geografis. 
3.  Anggota   masyarakat  dari  kelompok   rentan   ter- 
masuk  perempuan,  anak-anak dan  penyandang 
disabilitas; dan/atau 
4.  Anggota   msyarakat  yang   tidak   memiliki  akses 
pada  imformasi dan  konsultasi hokum  yang dapat 
dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan 
yang berlaku.6 
 
Dalam   rangka   melaksanakan  Peraturan  Mahka- 
mah  Agung tersebut,  maka  Pengadilan Agama  Kelas 
IIA Manna,  bekerjasama dengan Dinas  Kependudu- 
kan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu  Sela- 
tan  serta  Kementerian Agama  Kabupaten Bengkulu 
Selatan  dalam  Hal  Ini Kantor  Urusan  Agama,  men- 
gadakan Sidang Isbat keliling yang dilaksanakan pada 
tahun  2016  di empat  kecamatan yang  ada  di Beng- 
kulu Selatan,  yaitu Kecamatan Kedurang,  Ulu Manna, 
Air Nipis, dan Pino Raya. 
Animo  masyarakat begitu  tinggi  terhadap  Itsbat 
Nikah masal di atas. Terbukti di Kecamatan Kedurang 
yang mendaftar untuk mengikuti sidang Itsbat Keliling 
tersebut  sebanyak 43 Pasang. Setelah  melalui proses 
pemeriksaan dan  persidangan, sebanyak 41  pasang 
yang  dapat mengikutinya sampai  mendapatkan Pu- 
tusan Itsbat Nikah. 
Berdasarkan pengamatan  penulis  dari  pelaksan- 
aan  sidang  Itsbat tersebut,  khususnya di Kecamatan 
Kedurang  masih  terdapat pasangan yang  tidak  me- 
menuhi  persyaratan sebagaimana yang telah ditentu- 
kan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 
2015 yang termuat  dalam pasal 4 tersebut,  dan masih 
terdapat  pasangan  yang  mengikuti   sidang  tersebut 
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang  dia- 
tur oleh UU Nomor 1 tahun  1974 tentang  perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi semua berkas 
perkara   permohonan  sidang   diterima   dan   diputus 
oleh majlis Hakim  Pada  Pengadilan Agama  kelas IIA 
Manna. 
Melihat  fakta  yang  terjadi  saat  ini masih  banyak 
perkara itsbat nikah dalam hal pengesahan nikah 




6Perma  No1 Tahun 2015 
dan diputus dalam lingkungan Peradilan Agama, 
walaupun pernikahan tersebut  terjadi setelah  adanya 
UU Tahun  1974 Tentang  Perkawinan. Melihat hal 
tersebut,  pihak Pengadilan Agama terkesan  tidak 
mengindahkan UUP. Namun  kemudian pada  Pasal 7 
ayat  (3e) dalam  Kompilasi Hukum  Islam tampaknya 
memberikan celah  hukum  sehingga  seorang  hakim 
mempunyai pertimbangan khusus  dalam  mengabul- 
kan perkara  itsbat nikah dimana dalam Pasal tersebut 
dijelaskan,  “Perkawinan yang dilakukan  oleh mereka 
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menu- 
rut  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974”.  Sehingga 
dengan pertimbangan khusus tersebut,  saat ini hakim 
tetap  memeriksa dan  memutus perkara  itsbat  nikah 
termasuk  itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi 
setelah  tahun  1974  yang pemberlakuanya diatur  da- 
lam PP no 5 tahun  1975. 
Itsbat nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan 
masalah bagi perkawinan yang tidak tercatatkan juga 
bisa menjadi  celah bagi mereka  para  pasangan yang 
telah   lebih  dulu   melaksanakan perkawinan tanpa 
mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa menda- 
patkan  status  hukum  bagi  perkawinannya tersebut. 
Dengan  kata lain itsbat nikah bisa menjadi  pisau ber- 
mata  dua  di mana  salah  satu  sisinya sebagai  solusi 
untuk permasalahan ini dan  di sisi yang lainnya  bisa 
menjadi  jalan  pintas  bagi  mereka  yang  sebelumnya 
telah  melaksanakan  perkawinan yang  ilegal  secara 
hukum  agar bisa mendapatkan kepastian hukum  dan 
menjadikan perkawinannya tersebut  legal  atau  sah 
menurut hukum. Pengadilan Agama yang memeriksa, 
mengadili  dan  memutus perkara  itsbat  nikah  harus 
mendapat perhatian dalam  pelaksanaannya,  hakim 
dengan segala  wawasannya harus  mempertimbang- 
kan segala sesuatunya dengan arif, sehingga  pelaksa- 
naan  tetap  sesuai dengan mekanisme yang ada  serta 
sesuai dengan hukum  acara  yang berlaku. 
Salah   satu  pertimbangan  hakim   dalam   memu- 
tuskan  itsbat Nikah adalah unsur  kemaslahatan. Ke- 
maslahatan yang yang dimaksudkan adalah kemasla- 
hatan   anggota keluarga,   Melihat  anak  sudah   lahir 
yang  tentu  kedepannya akan  ada  banyak  kepentin- 
gan dari si anak  yang sangat  perlu dilindungi.  Misal- 
kan seorang  anak  yang  ingin masuk  sekolah  namun 
tidak mempunyai Akta kelahiran,  sedang  untuk men- 
gurus  akta  kelahiran  dibutuhkan akta  nikah,  karena 
orang  tuanya  melakukan nikah  sirri maka  akhirnya 
mereka  mengitsbatkan nikah  mereka  demi  anaknya. 
Dengan  mengabulkan permohonan dari pihak orang 
tua maka akta nikah akan terbit sehingga kepentingan 
si anak kedepannya akan terlindungi oleh hukum. 
Pendekatan ini muncul sebagai  jawaban terhadap 
pandangan sebagian orang  yang  menyatakan bah- 
wa  perkawinan sirri (tanpa  pencatatan) adalah sah 
menurut agama.  Padahal  menurut hemat   penulis,
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perkawinan sirri tersebut hanya  sah menurut fikih dan 
tidak atau  belum  sah menurut agama. Karena  pesan 
yang dibawa  agama adalah universal  di bawah  prin- 
sip rahmatan lil-‘alamin. 
Kemaslahatan  harusnya   dituntut    pada    hal-hal 
yang  baru,   yang  tidak  ada  satupun  ketentuan hu- 
kum yang  mengaturnya, baik dalam  Alquran,  sunah 
Nabi  maupun dalam  Ijma’,  Maka  diperlukan   suatu 
metode maslahah dalam  menggali  dan  menetapkan 
hukum  tersebut.  Bila dikaitkan  dengan maslahah da- 
lam perkawinan yang tidak disertai bukti resmi, maka 
perkawinan tersebut  tidak  akan  diterima  ketika  ada 
yang  mengingkari. Perkawinan  tersebut   secara   ad- 
ministrasi  kenegaraan tidak  akan  mendapatkan  se- 
mua  administrasi  kependudukan yang  meliputi  akta 
kelahiran  dan kartu keluarga. 
 
Rumusan Masalah 
1.   Bagaimana  Mahkamah  Agung  mengatur  Itsbat 
Nikah Tepadu? 
2. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor  1 tahun  2015  tentang  Itsbat Nikah 
Terpadu pada  Pengadilan Agama  Kelas IIA Man- 
na? 
Pada  Tahun  2016. 
 
Tujuan Penelitian 
1.   Untuk  mengetahui aturan  hukum  yang  dikeluar- 
kan Mahkamah Agung yang berkaitan  denga  its- 
bat Nikah Terpadu. 
2.   Untuk  mengetahui bagaimana penerapan  Pera- 
turan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2015 
Oleh Pengadilan Agama Manna. 
 
Metode Penelitian 
Penelitian  ini dapat digolongkan  dalam  bentuk  pe- 
nelitian lapangan atau field research yaitu kegiatan pe- 
nelitian yang dilakukan  di lingkungan  masyarakat ter- 
tentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat 
(sosial) maupun lembaga pemerintah.7 Dalam  pene- 
litian  lapangan ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama 
Manna  dengan cara  melakukan wawancara dengan 
Hakim dan  Panitera Pengadilan Agama Manna,  serta 
masyarakat yang  melakukan Itsbat Nikah  Terpadi  di 
wilayah  Kecamatan Kedurang.  Penulis  juga  melaku- 
kan   observasi   lapangan  guna   mendapatkan  data 
yang diinginkan.  Disamping itu juga dilandasi  dengan 
penelitian  kepustakaan dengan cara membaca buku- 
buku  yang  berkaitan  dengan masalah yang  dibahas 
dalam  tesis  ini.  Metode  penelitian   dalam  penulisan 
tesis  ini  menggunakan metode  penelitian   kualitatif, 
yaitu  penelitian   yang  menghasilkan  data   deskriptif 
 
 
7Surnadi  Suryabrata, Metodologi Penelitian,  cet. VII, (Jakarta:  PT Raja 
Grafindo, 2007), h. 36. 
mengenai kata-kata  lisan maupun tertulis, dan  ting- 




1.   Pengertian Maslahah  Mursalah 
Maslahah   mursalah   adalah  suatu   kemaslahatan 
yang  tidak  mempunyai dalil,  tetapi  tidak  ada  juga 
pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian  yang tidak 
ada  ketentuan syari’at  dan  tidak  ada  ‘illat yang  ke- 
luar  dari  syara’  yang  menentukan kejelasan  hukum 
kejadian  tersebut,  kemudian ditemukan sesuatu  yang 
sesuai  dengan hukum  syara’,  yakni suatu  ketentuan 
yang  berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau 
untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian 
tersebut  dinamakan maslahah mursalah. Tujuan  uta- 
ma  maslahah mursalah  adalah kemaslahatan, yakni 
memelihara dari kemadharatan dan menjaga keman- 
faatannya.9 
Kata Maslahah  Mursalah  yang  dalam  Bahasa In- 
donesia dikenal dengan Maslahah,  berasal dari Baha- 
sa Arab yaitu ( ΔΤϠμϣ ). Maslahah  ini secara etimologi 
berarti  manfaat, faidah,  bagus,  baik, kebaikan, guna 
atau  kegunaan.10  Maslahah  merupakan bentuk  mas- 
dar dari fiil ( ΢Ϡλ ) . Dengan  demikian  terlihat bahwa, 
kata  Maslahah  dan  kata  manfaat yang  juga  berasal 
dari Bahasa Arab mempunyai makna  yang sama. 
Sedangkan menurut istilah, Maslahah  diartikan oleh 
para ulama  islam dengan rumusan hampir  bersamaan, 
diantaranya Al-Khawarizmi ( W.997  H) menyebutkan, 
Maslahah   adalah  memelihara  tujuan   hukum   Islam 
dengan menolak  bencana / kerusakan / hal-hal  yang 
merugikan  diri manusia (makhluq). Sedangkan ulama 
telah sepakat,  bahwa  tujuan hukum Islam adalah untuk 
memelihara agama,akal, harta, jiwa dan keturunan atau 
kehormatan. Tidak jauh  berbeda dengan Al-Khawariz- 
mi di atas,  Al-Ghazali merumuskan Maslahah  sebagai 
suatu  tindakan  memilihara tujuan  syara  atau  tujuan 
hukum  islam, dimana tujuan  agama Islam yaitu memi- 
lihara  lima hal di atas.  Setiap  hukum  yang  mengand- 
ung tujuan  memilihara salah  satu dari lima hal di atas 
disebut  Maslahah,  dan  setiap  hal yang  meniadakanya 
di sebut mafsadah, dan menolak  mafsadah disebut 
Maslahah.  Sedangkan menurut Asy-Syatibi dari golon- 
gan  mazhab  Malikiyah mengatakan bahwa  Maslahah 
itu (Maslahah  yang tidak di tunjukan  oleh dalil khusus 





8Bagong  Suyanto  dan  Sutinah,  Metodologi Penelitian  Sosial, cet. VII, 
(Jakarta:  Kencana Prenadamedia, Group, 2013), h. 166. 
9Juhaya S. Praja, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 
h. 117. 
10Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa  In- 
donesia  cet ke-2. (Jakarta  : Balai Pustaka,  1966)h.184 
11Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2…, h. 340.
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2. Obyek Maslahah Mursalah 
Pokok dan prinsip kemaslahatan itu sudah  digariskan 
dalam  teks syariat  dengan lengkap  dan  telah  berakhir 
sejak wafat Nabi Muhammad SAW. Alat dan  cara  un- 
tuk memperoleh kemaslahatan itu berkembang dan be- 
raneka  ragam,  seirama  dengan perkembangan sejarah 
dan peradaban manusia itu sendiri. Kemaslahatan hidup 
manusia pada  zaman  Nabi  SAW langsung  mendapat 
pengakuan dan  pengesahan dari  teks syariat  kalau  itu 
dibenarkan dan dibatalkan kalau tidak dibenarkan. Yang 
menjadi masalah adalah kemaslahatan bagi orang-orang 
yang  hidup  setelah  Nabi wafat,  sedangkan teks syariat 
tidak  pernah  menyinggung masalah  seperti  itu,Inilah 
lapangan penggunaan Maslahah  Mursalah, dimana ada 
beberapa kemaslahatan umat yang tidak dibatalkan dan 
tidak dianjurkan dalam teks syariat.12 
Ulama yang menggunakan maslahah mursalah me- 
netapkan batas  wilayah penggunaannya, yaitu hanya 
untuk  masalah diluar  wilayah  ibadah, seperti  mua- 
malat  dan  adat.  Dalam  masalah ibadah (dalam  arti 
khusus)  sama  sekali maslahah mursalah  tidak  dapat 
dipergunakan secara  keseluruhannya. Alasannya  kar- 
ena  maslahat itu didasarkan pada  pertimbangan akal 
tentang   baik  buruk  suatu  masalah,  sedangkan  akal 
tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. 
Segala   bentuk   perbuatan ibadah bersifat  ta’abbudi 
dan tawqifih, artinya kita hanya  mengikuti secara  apa 
adanya sesuai dengan petunjuk  syar’i dalam nash dan 
akal sama  sekali tidak dapat mengetahui kenapa de- 
mikian.  Umpamanya mengenai shalat  dzuhur  empat 
rakaat   dan   dilakukan   sesudah  tergelincir  matahari, 
tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau  buruk.13 
Di luar wilayah  ibadah, meskipun  diantaranya ada 
yang  tidak  dapat diketahui  alasan  hukumnya, namun 
secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat 
dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum 
khamar  itu adalah buruk  karena  merusak  akal. Peneta- 
pan  sanksi atas  pelanggar hukum  itu baik karena  den- 
gan begitu umat  bebas  dari kerusakan akal yang dapat 
mengarah pada  tindak  kekerasan. Secara  ringkas,  da- 
pat dikatakan bahwa  maslahah mursalah  itu difokuskan 
terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam 
nash,  baik dalam  Alquran  dan  sunnah yang  menjelas- 
kan hukum- hukum yang ada penguatnya melalui suatu 
i’tibar. Juga  difokuskan  pada  hal- hal yang tidak didap- 
atkan  adanya ijma’ atau  qiyas yang berhubungan den- 
syariatkan  berdasarkan kemaslahatan yang berasal  dari 
syara’ itu sendiri.14 
 
3.  Pengertian  Itsbat  Nikah  dalam  Undang-un- 
dang 
Itsbat  Nikah  secara   terminologi   terdiri  dari  dua 
kata  “itsbat”  dan  “nikah”.  Itsbat berasal  dari  bahasa 
arab  yang  berarti  “penetapan” atau  “pembuktian”.15 
Sedangkan nikah  adalah suatu  akad  yang  suci dan 
luhur  antara laki-laki dan  perempuan yang  menjadi 
sebab  sahnya status  sebagai  suami  istri dan  dihalal- 
kannya  hubungan seksual  dengan tujuan  mencapai 
tujuan  keluarga  yang  sakinah,  penuh kasih  sayang, 
kebajikan  dan  saling menyantuni.16   Lebih  lanjut  Its- 
bat Nikah didefinisikan  sebagai  suatu  penetapan, pe- 
nentuan, pembuktian atau  pengabsahan Pengadilan 
Agama terhadap pernikahan yang telah dilakukan 
dengan alasan-alasan tertentu.17  Berdasarkan penger- 
tian diatas dapat disimpulkan  bahwa  itsbat nikah ada- 
lah  penetapan  perkawinan oleh  Pengadilan  Agama 
tentang  keabsahan perkawinan pasangan suami  istri 
yang perkawinannya tidak dicatatkan dan tidak dapat 
dibuktikan. 
Dasar  hukum  itsbat nikah  terdapat pada  Undang- 
undang No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan pada 
pasal 64 aturan  peralihan yang berbunyi:  Untuk 
perkawinan dan  segala  sesuatu   yang  berhubungan 
dengan perkawinan yang  dijalankan   menurut pera- 
turan lama adalah sah.18 
Dari ketentuan ini maka perkawinan yang ada 
sebelum  Undang-undang berlaku  adalah sah.  Begitu 
juga masalah itsbat nikah pun tetap sah, karena  itsbat 
nikah ini sudah  ada dan melembaga dalam himpunan 
penetapan dan putusan pengadilan agama tahun lima 
puluhan. 
Lembaga itsbat nikah/pengesahan nikah yang 
ditampung dalam Undang-  undang No. 1 Tahun  1974 
dan  Undang-undang No.  7  Tahun   1989  hanya   ter- 
batas  pada  ulasan  perkawinan yang  terjadi  sebelum 
Undang-undang No. 1 Tahun  1974,  hal ini dapat di- 
lihat dalam  pasal  49  ayat  (2),  yaitu  Bidang  Perkaw- 
inan sebagaimana yang dimaksud dalam  ayat 1 huruf 
a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 
Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, 
sedangkan dalam  penjelasan pasal  49 ayat  (2) terse-
gan kejadian tersebut, diantara contoh yang lain dalam           
wilayah ini adalah tentang ukuran had dan kifarat, keten- 
tuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam  iddah  wanita 
yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan 
segala sesuatu  yang telah ditetapkan ukurannya dan di- 
 
 
12Chatib Muardi , Maslahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Ijtihad 
Mengembangkan Hukum yang Relevan dengan  Kebutuhan  Masa Kini, (Di- 
sertasi , Pascasarjana IAIN Jakarta:  1994), h.366 
13Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2…, h. 341. 
 
14Syafe’I Rahmat  ,Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III; (Bandung:  Pustaka  Setia, 
2007). h. 122. 
15Ahmad  Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia  (Yo- 
gyakarta:  Unit Pengadaan Buku-Buku Keagamaan PP Al-Munawwir,1984), 
h. 145 
16Sudarsono, Hukum  Kekeluargaan  Nasional,(  Jakarta:  Rineka  Cipta) 
h.62 
17Yayan  Sopyan,“Isbat Nikah Bagi Perkawinan  yang Tidak Tercatat Set- 
elah Diberlakukannya  UU No.1 Tahun  1974  di Pengadilan  Agama Jakarta 
Selatan“.Kompilasi  Jurnal Ahkam No.08/IV/2002 h. 67 
18Abdul  Ghani  Abdullah,  Himpunan Peraturan Perundang-undangan 
dan Peraturan Peradilan  Agama (Jakarta:  Intermasa,  1991), h.99




but  dikatakan bahwa  salah  satu  bidang  perkawinan 
yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun  1974 
adalah “Pernyataan tentang  sahnya perkawinan yang 
terjadi  sebelum  Undang-undang No.  1 Tahun  1974 
Tentang   Perkawinan  dijalankan   menurut peraturan 
yang lain.” 
Itsbat nikah  ini juga diatur  dalam  Peraturan Men- 
teri Agama Tahun  1975  yang dalam  pasal 39 ayat (4) 
menentukan bahwa  jika Kantor Urusan  Agama tidak 
bisa membuat duplikat akta nikah karena  catatannya 
karena  telah rusak atau hilang, maka untuk menetap- 
kan  adanya nikah,  cerai  atau   rujuk  harus  dibukti- 
kan  dengan penetapan Pengadilan Agama.  Namun, 
aturan  ini hanya  berkaitan  dengan perkawinan yang 
dilangsungkan sebelum adanya Undang-undang No.1 
Tahun   1974   Tentang   Perkawinan,  bukan   perkaw- 
inan  yang  terjadi  sesudahnya. Akan  Tetapi,  Pasal  7 
Kompilasi Hukum  Islam ternyata memberi  Pengadi- 
lan Agama kompetensi absolut yang sangat luas terh- 
adap  itsbat nikah. 
Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  7  mengatur  isbat 
nikah sebagai  berikut: 
(1) Perkawinan hanya  dapat dibuktikan  dengan akta 
nikah yang dibuat  oleh Pegawai  Pencatat Nikah. 
(2) Dalam  hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan 
dengan Akta Nikah,  dapat diajukan  Itsbat nikah- 
nya ke Pengadilan Agama.19 
 
Itsbat  nikah  merupakan suatu  permohonan un- 
tuk mensahkan perkawinan di hadapan Pengadilan 
Agama.  Bagi yang beragama Islam namun tak dapat 
membuktikan perkawinan dengan akta  nikah  dapat 
mengajukan itsbat  nikah  (penetapan atau  pengesa- 
han nikah) kepada Pengadilan Agama. Namun, Itsbat 
nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan 
hal-hal tertentu.6 Isbat nikah hanya  bisa dimohonkan 
jika perkawinan yang  diajukan  isbatnya  memenuhi 
ketentuan yang mencakup, diantaranya: 
a.  Adanya  perkawinan dalam  rangka  penyelesaian 
perceraian. Hal ini berlaku  bagi perkawinan yang 
diselenggarakan sebelum  tahun  1974. 
b.  Hilangnya  akta nikah. 
c.  Adanya perkawinan yang terjadi sebelum  berlaku- 
nya Undang-undang No.1 Tahun  1974. 
d.  Adanya  keraguan tentang  sahnya atau  tidaknya 
salah satu syarat perkawinan. 
e.  Perkawinan  yang   dilakukan   oleh   mereka   yang 
tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut 
Undang-undang No.1 Tahun  1974.  20 
Dengan  adanya putusan pengadilan yang  mem- 




19Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., h.115 
20Neng  Djubaidah,  Pencatatan Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak di- 
catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia  dan Hukum Islam…., h. 315 
tan hukum  tetap  maka  berakibat  pada  sahnya suatu 
perkawinan dan secara otomatis yang berkepentingan 
akan  mendapatkan bukti  autentik  tentang   pernika- 
han  mereka  yang  dapat dijadikan  sebagai  dasar  un- 
tuk  menyelesaikan persoalan di  Pengadilan  Agama 
nantinya. Itsbat nikah ini berfungsi sebagai  kepastian 
hukum,  ketertiban  hukum,  dan  perlindungan hukum 
atas perkawinan itu sendiri. 
Akibat dari itsbat nikah tersebut  adalah: 
a.   Pemohon mendapatkan Akta Nikah. Dimana  den- 
gan  adanyanya akta  nikah  pengurusan adminis- 
trasi  sesuai  hukum  Indonesia sampai  keperluan 
warisan dan harta  gono-gini dalam  perkawinan. 
b.   Anak-anak yang lahir dapat dibuatkan akta kela- 
hiran,  apabila   dalam  perkawinan tersebut   telah 
dilahirkan  anak-anak. 
 
Pembahasan 
1.  Teknis Pelaksanaan  Sidang Keliling Itsbat 
Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten 
Bengkulu Selatan. 
Pelaksanaan sidang keliling dan itsbat nikah di lak- 
sanakan untuk membantu masyarakat yang buta  hu- 
kum  untuk  mendapatkan buku  nikah  dalam  rangka 
pencatatan pernikahannya. Adapun  dalam  sidang 
keliling itsbat nikah yang harus dilakukan  adalah: 
 
1. Pendaftaran perkara  sidang keliling dan  its- 
bat  nikah 
Dalam  sidang  keliling perkara  itsbat nikah  di Pen- 
gadilan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan  yang 
dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kedurang pendaf- 
taran  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten 
Bengkulu  Selatan   melalui  camat   dan  Kepala  Desa 
dengan cara mendata masyarakat yang belum memi- 
liki akta  nikah  kemudian mengajukan data  tersebut 
dan Pengadilan Agama menyerahkan blanko pendaf- 
taran  yang kemudian administrasi  mengenai pemba- 
yaran  dilaksanakan oleh  petugas   dari  Pemda Kab. 
Bengkulu Selatan  karena  mereka  yang membiayai. 
Adapun  pendaftaran dalam  sidang  keliling itsbat 
nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkulu 
Selatan  Secara  umum  dalam  pendaftaran sama,  per- 
mohonan dalam  sidang  keliling perkara  itsbat nikah 
ini tetap  yang  bersangkutan yang  mengajukan per- 
mohonan, hanya  perbedaannya sidang  itsbat  nikah 
ini bersifat kolektif  dan  pembiayaan yang di fasilitasi 
oleh Pemda Kabupaten. 
2. Proses Pelaksanaan Sidang Keliling dan  Its- 
bat  Nikah 
Pengadilan  Agama   Kabupaten  Bengkulu   Sela- 
tan  menugaskan  hakim-hakim untuk  melaksanakan 
sidang  keliling serta  memberikan jadwal  untuk  pe- 
layanan sidang  keliling adalah pada  hari jumat  kare- 
na pada  hari jumat hakim tidak ada sidang. Sehingga
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tidak ada  alasan  kurangnya hakim  menjadikan ken- 
dala  untuk  melayani   masyarakat karena   sepanjang 
itu  untuk  kepentingan masyarakat serta  membawa 
dampak manfaat bagi masyarakat. 
Mengenai  sidang keliling perkara  itsbat nikah yang 
diadakan di kantor  Kecamatan Kedurang  dilakukan 
dalam  satu  kali sidang,  sehingga  pada  hari  itu juga 
peserta   sidang   keliling  perkara   itsbat   nikah   lang- 
sung  mendapatkan penetapan.  Proses  persidangan 
tahapan sama  yaitu ada  pemeriksaan identitas,  pem- 
berian arahan-arahan, pertanyaan hakim, bacaan 
permohonan, pembuktian dan apabila  sudah  ditemu- 
kan fakta hukum  maka diberikan  penetapan. 
Tahapan-tahapan pelaksaan sidang  keliling Itsbat 
Nikah di Pengadilan Agama Manna Kabupaten Beng- 
kulu  Selatan  yaitu  tahap   pemeriksaan, tahap   pem- 
buktian,  tahap  kesimpulan dan tahap  penetepan. 
a.   Tahap   pemeriksaaan sidang  keliling perkara  Its- 
bat nikah  Dalam  pemeriksaan sidang  keliling its- 
bat nikah  sama  dengan sidang  itsbat nikah  pada 
umumnya. Dalam  pemeriksaan perkara  terlebih 
dahulu  hakim  akan  menanyakan identitas  para 
pihak,   lalu  berusaha memberikan penasehatan 
atau  arahan-arahan  seperlunya kemudian hakim 
melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat 
permohonan itsbat  nikah  dan  hakim  mulai  me- 
nanyakan pokok  perkaranya pada  tahap  jawab 
menjawab, hakim memberikan kesempatan kepa- 
da pihak untuk mengemukakan segala sesuatu.21 
b.   Tahap  pembuktian sidang  keliling perkara  itsbat 
nikah 
Pada   tahap   ini  pemohon  sidang  keliling  itsbat 
nikah  diberikan  kesempatan untuk  mengajukan 
bukti-bukti baik surat, saksi dan wali. Di awali 
dengan Bukti surat  berupa foto kopi kartu tanda 
penduduk kedua belah pihak foto kopi kartu kelu- 
arga atas nama  para pemohon, asli surat keteran- 
gan pernikahan belum  tercatat  atas  nama  pemo- 
hon  yang  di tanda tangani  dan  dikeluarkan oleh 
Kepala Desa  yang  berada di wilayah  Kecamatan 
Kedurang  Kabupaten Bengkulu Selatan,  asli surat 
keterangan pernikahan belum  tercatat  atas nama 
para  pemohon yang dikeluarkan dan  ditandatan- 
gani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecama- 
tan Kedurang. 
Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan 
dilanjutkan  untuk   pemanggilan  para   saksi  dan 
ketua  majlis mulai memberikan beberapa pertan- 
yaan.  Pemohon bebas  mengemukakan  peristiwa 
yang berhubungan dengan adanya terjadinya 
perkawinan pihak.  Apabila  semua  bukti telah  di 
ungkapkan dan  menyatakan bahwa  pernikahan 
dinyatakan tidak cacat demi hukum. 
 
 
21Aswadi Fajri, Observasi, dilaksanakan pada  16 Maret 2017 
c.   Tahap  kesimpulan 
Atas  pertanyaan ketua  majlis  majlis,  pemohon 
membenarkan dan  menerima  keterangan  saksi. 
Kemudian para pemohon menyampaikan kes- 
impulan  bahwa  tetap  pada  permohonannya dan 
mohon penetapan. 
d.   Tahap  penetapan 
Apabila   keterangan  bukti  dianggap  sempurna 
dan  menyatakan adanya perkawinan tersebut 
benar-benar dilakukan  sampai  diajukannya itsbat 
nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkulu 
Selatan.   Selanjutnya maka  akan  dilangsungkan 
pembacaan penetapan itsbat nikah.  Berkas  Ber- 
ita  Acara  Persidangan Pentapan  dalam   sidang 
keliling Itsbat Nikah.  Setelah  penetapan tersebut 
dibacakan oleh ketua majelis di muka umum,  se- 
lanjutnya  diberitahukan kepada pemohon akan 
hak-haknya, jika dikehendaki untuk  melakukan 
upaya  hukum  selanjutnya.22 
 
3. Penundaan sidang 
Di dalam  sidang keliling perkara  itsbat nikah yang 
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten 
Bengkulu  Selatan   di  Kantor  Kecamatan  Kedurang 
tidak ada  penundaan sidang seperti sidang pada 
umumnya pada  hari tersebut  hakim  langsung  mem- 
bacakan penetapan itsbat nikah  kepada para  pihak. 
Penetapan bisa diambil  seminggu  setelah  dilaksana- 
kan sidang atau setelah pembacaan penetapan Tetapi 
untuk  inkracht  atau  berkekuatan hukum  tetap  tetap 
berlaku 14 hari. 
Di  dalam   sidang   keliling,  jika  tidak  diperlukan 
maka  tidak  diberlakukan penundaan  sidang  dikar- 
enakan biaya  Biaya penyelenggaraan sidang  keliling 
dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama  yang 
komponennya terdiri dari: biaya tempat  persidangan, 
biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelak- 
sana  sidang  keliling yang meliputi biaya  penginapan 
(akomodasi), uang harian  dan biaya transportasi. 
Pelaksanaan sidang keliling Terpadu ini kecamatan 
Kedurang  dilaksanakan di Kantor  Camat  Kedurang 
yang  diikuti oleh  43  pasangan suami  istri, Dari  43 
Perkara  Isbat nikah ini perkara  yang diterima dan 
mendapatkan penetapan berjumlah 42  perkara, se- 
dangkan 1 perkara dinyatakan ditolak karena  kurang- 
nya syarat administrasi. 
Selain  pelaksanaan sidang  keliling, pada  hari  itu 
juga diadakan sosialisasi tentang  Perma  No. 1 tahun 
2015  tentang  Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 
Pengadilan Negri dan  Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari’ah  dalam  rangka  penerbitan Akte Perkawinan, 




22Dokumen Itsbat Nikah Terpadu,  pengadilan Agama Kelas IIA Manna
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oleh  Ketua Pengadilan Agama  Manna  H. Hartawan, 
S.H.,  M.H.  ketua  Pengadilan Agama  berharap agar 
program tersebut  berjalan  dengan baik : 
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran hukum  Masyarakat  akan pentingnya 
kepemilikan  akte resmi sebagai  syarat  pengakuan 
Negara  atas  peristiwa  pernikahan yang  harus  di- 
catatkan  di KUA Kecamatan dan Pencatatan Kela- 
hiran  anak  pada   Dinas  Kependudukan Catatan 
Sipil. Selanjutnya Ketua  Pengadilan Agama  ber- 
harap  semoga  kegiatan  sidang  keliling terpadu ini 
dapat dilaksanakan berkelanjutan agar masyarakat 
yang belum mendapatkan pelayanan pada  kesem- 
patan  kali ini bisa mendapatkan pelayanan serupa 
pada  kesempatan lain.”23 
 
Dengan  adanya sosialisasi ini masyarakat yang 
pernikahannya tidak tercatat,  apakah disebabkan fak- 
tor ekonomi,  biaya,  geografi  atau  lainnya,  disisi lain 
begitu  urgennya Akte Nikah maupun Akte Kelahiran 
dengan rentetan akibat  hukumnya seperti  : Kewari- 
san,  kewarganegaraan, jasa raharja, status  anak  dan 
lainya, sementara setiap warga negara  Republik Indo- 
nesia berhak  mendapatkan pengakuan dan kepastian 
hukum,  maka untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut   Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  te- 
lah  menerbitkan PERMA Nomor  1 tahun  2015  ten- 
tang  “Pelayanan Terpadu Sidang  Keliling Pengadilan 
Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) /Mahkamah 
Syari’ah  dalam  rangka  penerbitan Akte Perkawinan, 
Buku Nikah dan Akte Kelahiran”. 
Dengan   merujuk  pada   PERMA Nomor  1  tahun 
2015   tersebut,   ada   beberapa   keistimewaan yang 
diberlakukan terhadap “Itsbat Nikah Terpadu” di Ka- 
bupaten Bnegkulu Selatan  antara lain : 
1.   Para  pihak tidak dibebani biaya  alias cuma-cuma 
(Prodeo), pada  Pengadilan Agama Kelas IIA 
Manna  (biaya perkara);  di Kantor Urusan  Agama 
(biaya  penerbitan buku  Kutipan Akte Nikah) dan 
di Disdukcapil (biaya penerbitan Akte Kelahiran), 
karena  semua  biaya dicukupi oleh DIPA kabupat- 
en Bengkulu Selatan). 
2.   Dilaksanakan secara  serempak pada  tanggal  15, 
16,  17  dan  22  Maret  2016  pada  lima  kecama- 
tan yang kebagian  kegiatan  ini, yaitu Kecamatan 
Kedurang,  Air Nipis, Pino,  Ulu Manna  dan  Pino 
Raya. Pada  saat itu para pihak langsung akan 
menerima : Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadi- 
lan Agama  Kelas IIA Manna;  Buku Kutipan  Akte 
Nikah dari Kantor Urusan Agama; dan Akte Kela- 





23Hartawan (Ketua  Pengadilan),  Wawancara,  dilaksanakan pada   16 
Maret 2016 di Kantor Camat Kedurang. 
3.   Dilaksanakan dengan Hakim tunggal, dan produk 
penetapannya langsung  Berkekuatan Hukum 
Tetap  (BHT) sehingga  langsung  bisa  diterbitkan 
Buku Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran. 
 
Dengan adanya beberapa keistimewaan tersebut, maka 
untuk dapat mengajukan perkara  “Itsbat Nikah Terpadu” 
ini ada ketentuan-ketentuan yang mesti dipenuhi yaitu : 
1.  Permohonan Itsbat Nikah  diajukan  secara  bersa- 
ma-sama dan  ditanda tangani  oleh suami  dan  is- 
teri in person  sebagai  Pemohon I dan Pemohn II. 
2.  Surat  permohanan  memuat alasan   dan  kepent- 
ingan  yang  jelas  dan  konkrit,  sebagaimana  dia- 
tur dalam  KHI Pasal  7,  yang  dalam  Itsbat Nikah 
terpadu ini dalam  rangka  untuk  penerbitan Akte 
Nikah dan Akte Kelahiran. 
3.  Kriteria Pemohon I dan Pemohon II : 
a.   Pernikahan dilakukan  menurut ketentuan hu- 
kum Islam. 
b.   Pernikahan tidak di catat  dalam  register  pen- 
catatan KUA di wilayah  Yurisdiksi Kabupaten 
Bengkulu Selatan. 
c.   Pemohon I dan  Pemohon II hingga  saat  ini 
masih beragama Islam. 
d.   Pemohon I ( suami  ) tidak memiliki isteri lain 
selain Pemohon II. 
e.   Pemohon I dan  Pemohon II belum  pernah ber- 
cerai . 
f.    Diutamakan pasangan suami  isteri yang telah 
mempunyai anak,  untuk memperoleh Akta 
kelahiran  . 
Permohonan  tersebut   mesti   dibuktikan   dengan 
alat-alat   bukti,  baik  alat  bukti  surat-surat   maupun 
saksi-saksi. Adapun alat-alat bukti surat yang harus 
disampaikan (sekalian  dilampirkan  dalam  surat  per- 
mohonan) adalah : 
1.  Fotokopi  Kartu Keluarga. 
2.  Fotokopi KTP suami dan isteri wilayah Hukum Ka- 
bupetan Grobogan. 
3.  Asli Surat  keterangan  dari  KUA setempat  yang 
menerangkan bahwa  pernikahan Pemohon I dan 
Pemohon II tidak tercatat  dalam  buku register . 
4.  Asli Surat  keterangan dari Lurah/Kepala desa  set- 
empat  yang  menerangkan status  Pemohon I dan 
Pemohon II pada  saat menikah  . 
Sedangkan alat  bukti saksi, disiapkan  dua  orang 
saksi dengan kriteria sebagai  berikut : 
1.   Bargama Islam 
2.   Laki-laki 
3.   Baligh / Dewasa 
4.   Melihat dan  menyaksikan secara  pribadi  prosesi 
akad  nikah Pemohon I dengan Pemohon II, atau 
5.   Setidak-tidaknya mengetahui dalam jangka waktu 
relatif lama bahwa  Pemohon I dan Pemohon II te- 
lah hidup bersama sebagai  pasangan suami isteri,
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dan selama  jangka waktu tersebut  tidak ada  pihak 
yang menggugat dan/atau keberatan terhadap ke- 
beradaan pasangan Pemohon I dengan Pemohon 
II. 
Skala prioritas saksi diutamakan sebagai  berikut : 
1.    Orang  yang  bertindak   sebagai  wali  nikah,  baik 
wali nasab  maupun wali hakim. 
2.    Orang yang bertindak  sebagai  saksi nikah. 
3.    Orang yang hadir dalam  prosesi akad  nikah. 
4.    Orang  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan pernika- 
han. 
5.    Orang  yang  hadir  dalam  acara  resepsi  pernika- 
han. 
6.    Orang  yang  secara  pribadi  atau  berdasarkan in- 
formasi  dari  orang  banyak, mengetahui adanya 
pasangan suami  isteri dalam  waktu  yang  cukup 
lama,   dan   tidak   ada   keberatan  terhadap   ke- 
beradaan suami isteri tersebut. 
 
2.  Aturan Itsbat Nikah Terpadu 
Isbat   nikah,   terutama  di   lingkungan    Peradilan 
Agama  adalah persoalan yang  seksi - tak kalah  seksi 
dengan ‘jamu’  (janda  muda)  yang  memadati ruang 
tunggu Pengadilan Agama. Dikatakan  seksi karena  se- 
lalu menarik  untuk dibahas dan dikaji bahkan disemi- 
narkan,  baik  di tingkat  regional  maupun global.  Hal 
demikian  karena   isbat  nikah  terkait  dengan banyak 
aspek,  antara lain: aspek yuridis, sosiologis, ekonomis 
bahkan humanis. 
Sumber  hukum  isbat nikah dapat ditemukan pada 
pasal  3  ayat  (5)  Undang-Undang Nomor  22  Tahun 
1946  jis Pasal  49 angka  (22) penjelasan Undang-Un- 
dang Nomor 7 Tahun  1989 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun  2006  dan 
perubahan kedua  dengan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun  2009  dan  Pasal 7 ayat (2), (3) dan  (4) Kompi- 
lasi Hukum  Islam serta  Keputusan  Ketua Mahkamah 
Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang  Pem- 
berlakuan Buku II  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Pengadilan pada  bab II huruf b  angka  2 
sub 6. 
Dalam dua undang-undang, yakni Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun  1946 tentang  Pencatatan Nikah , Ta- 
lak dan  Rujuk dan  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 
1989  tentang  Peradilan Agama  hanya  menggariskan 
bahwa  peradilan, dalam  hal ini Peradilan Agama bagi 
yang  beragama Islam  berwenang  melakukan  isbat/ 
pengesahan nikah.  Keduanya belum  mengatur siapa 
yang berhak  mengajukan isbat dan bagaimana prose- 
durnya. Aturan yang detail kita jumpai   dalam  aturan 
pelaksanaan, yaitu pada   pasal 7 ayat (2), (3) dan  (4) 
Kompilasi Hukum  Islam serta Keputusan  Ketua Mah- 
kamah  Agung  RI Nomor:  KMA/032/SK/IV/2006  ten- 
tang  Pemberlakuan Buku  II   Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan  Administrasi Pengadilan pada  bab  II huruf 
b  angka 2 sub 6. 
Dua  aturan  pelaksanaan tersebut  di atas  bila  di- 
lihat dari derajatnya masih  sering mendapat  kritikan, 
baik KHI maupun KMA. Kompilasi Hukum Islam yang 
pemberlakuannya berdasarkan Inpres  No.01  Tahun 
1991  dan  Keputusan  Menteri Agama  No 154  tahun 
1991  sebagai  aturan     pelaksanaannya bukanlah 
undang-undang. Inpres,  apalagi   keputusan  menteri 
menurut pasal  2 TAP MPR RI Nomor  III/MPR/2000 
tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata Urutan  Perundang- 
undangan jelas bukan    termasuk  dalam  tata  urutan 
peraturan perundang-undangan RI,  padahal sehar- 
usnya  kewenangan dan  teknis peradilan (hukum  ac- 
ara)  diatur  dalam  undang-undang. Hal ini dapat kita 
lihat pada  pasal  14  (1) Undang-Undang No.  04  Ta- 
hun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  yang  me- 
nyebutkan “ Susunan, kekuasaan, dan  hukum  acara 
Mahkamah Agung dan  badan peradilan yang berada 
di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 10 
diatur  dengan undang-undang tersendiri”.  Demikian 
pula KMA setali tiga uang  dengan Inpres. Hanya  saja 
kehadiran Inpres, PERMA, KMA bahkan SEMA dalam 
rangka mengisi kekosongan hukum dan atau penjaba- 
ran yang lebih teknis dari undang-undang yang telah 
ada karena  tuntutan kebutuhan zaman. 
Terobosan hukum paling anyar yang dilakukan 
Mahkamah Agung RI terkait isbat nikah  adalah den- 
gan mengeluarkan Perma  Nomor 01 Tahun  2015  ten- 
tang  Pelayanan Terpadu Sidang  Keliling Pengadilan 
Negeri Dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah 
Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku 
Nikah,   Dan   Akta  Kelahiran.   Terobosan  dimaksud 
antara lain: membolehkan sidang isbat nikah terpadu 
dilakukan   oleh   hakim   tunggal,   pemanggilan para 
pihak dilakukan  secara  kolektif dan  penetapan hakim 
langsung  berkekuatan hukum   tetap  setelah  diucap- 
kan. Dan bila dihubungkan dengan Perma  Nomor  01 
Tahun  2014  yang menggantikan SEMA Nomor 10 ta- 
hun  2010  ditambah bonus  dapat disidang  di luar ge- 
dung  pengadilan, boleh  jadi di depan rumahnya dan 
bagi penerima raskin atau  yang  tidak mampu dapat 
layanan gratis pula. 
Secara  formil tidak  aturan  yang  baru  dalam  Per- 
ma  No 1 Tahun  2015.  Sebab  dalam  Perma  tersebut 
hanya   mengatur mekanisme pelaksanaan sidang  it- 
sabat  terpadu. Sementara untuk  aturan  hukum  tetap 
berdasar kepada aturaln  yag telah ada.  Sebagaimana 
tertuang  dalam  Pasal  11 ayat  (9) yang menyatakan  : 
Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilaku- 
kan sesuai dengan hukum  acara  dan  ketentuan yang 
berlaku. 
 
3.     Analisis  Pelaksanaan  Perma   Nomor   1  Tahun 
2015  Tentang  Itsbat Nikah Terpadu Pada  Penga- 
dilan Agama Kelas IIA Manna
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Pengadilan Agama  bertugas  mengawal dan  men- 
egakkan  aturan  hukum  negara  yang  bersumber dari 
hukum Islam. Secara  materiil Hukum Islam yang telah 
diatur  dalam  hukum  negara  adalah di bidang  hukum 
keluarga, baik menyangkut perkawinan, kewarisan, 
wasiyat,   hibah,   maupun  wakaf,   infaq,   shodaqoh, 
zakat, dan ekonomi syariah. Melalui kewenangan 
tersebut,   Pengadilan Agama  diharapkan  melahirkan 
putusan yang  sejalan  dengan hakikat  norma  hukum 
materiil.24 
Dalam praktik beracara di Pengadilan Agama Kelas 
IIA Manna,  hakim pada  umumnya langsung menerap- 
kan Pasal 7 Ayat (2) dan  (3) Kompilasi Hukum  Islam 
(KHI) tanpa  menguji  kekuatan keberlakukan KHI di 
hadapan undang-undang. Dengan  demikian,  meskip- 
un ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf a di atas sulit di- 
pahami, tetapi  mayoritas   hakim  Pengadilan  Agama 
dengan penafsiran yang kabur  memahami ketentuan 
Ayat (3) huruf a tersebut,  seolah-olah merupakan ke- 
harusan untuk  menerima permohonan  itsbat  nikah 
jika diajukan  dengan diakumulasi  gugatan  perceraian, 
walaupun perkawinan itu dilakukan  setelah  berlaku- 
nya  Undang-Undang No.  1  Tahun   1974.   Demikian 
juga ketika hakim memahami ketentuan Pasal 7 Ayat 
(3) huruf e Kompilasi Hukum  Islam. 
Kedudukan Kompilasi  Hukum  Islam  jika ditinjau 
dari hierarki  peraturan perundang- undangan seperti 
yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Ta- 
hun  2004  tentang  Tata Urutan  Perundang-undangan, 
Kompilasi  Hukum  Islam (Inpres  No.  1  Tahun  1991) 
tidak termasuk  dalam  hierarki  peraturan perundang- 
undangan,  dan   kedudukannya  jauh  di  bawah   un- 
dang-undang. Ketentuan   Inpres  tidak  boleh  berten- 
tangan  dengan undang-undang. Apabila Inpres (KHI) 
bertentangan dengan undang-undang atau  ketentuan 
hukum  yang lebih tinggi, maka  Inpres tidak dapat di- 
jalankan.  Hal  ini sesuai  dengan asas  “Lex  Superior 
Dragot lex Inferior” (ketentuan hukum yang lebih ting- 
gi mengesampingkan hukum  di bawahnya).25 
Sebagaimana telah  dikemukakan di  atas,  bahwa 
Undang-undang No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkaw- 
inan dan  peraturan organiknya Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun  1975,  berlaku secara efektif sejak 1 Okto- 
ber 1975,  maka sejak tanggal tersebut  semua  perkaw- 
inan  harus  mengikuti  ketentuan yang  diatur  dalam 
undang-undang   perkawinan  tersebut.    Perkawinan 
yang dilakukan setelah tanggal tersebut, tetapi tidak 
mengikuti  ketentuan undang-undang tersebut,  maka 
perkawinan itu tidak mendapatkan kepastian hukum 





24Abdullah  Tri Wahyudi,  Peradilan  Agama  di Indonesia,  ( Jogjakarta  : 
Pustaka Pelajar, 2004), h. 24. 
25Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan  islam di Indonesia…,  h. 35. 
Secara  yuridis,  jika perkawinan tersebut  diajukan 
permohonan itsbat nikah  ke Pengadilan Agama,  ha- 
kim yang  memeriksa permohonan tersebut  harus 
menyatakan tidak berwenang mengadili.  Jika permo- 
honan tersebut  dikabulkan oleh hakim, berarti penga- 
dilan agama telah meligitimasi dan mengakui perkaw- 
inan  yang  melawan  hukum  dan  tidak sesuai  dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Terhadap perkawinan yang dilakukan  sebelum 
berlakunya Undang-Undang No.  1 Tahun  1974  ten- 
tang  Perkawinan,  jika  diajukan   permohonan  itsbat 
nikah  ke Pengadilan Agama,  hakim  yang  memeriksa 
permohonan tersebut,  harus  cermat  meneliti  apakah 
perkawinan yang dimohonkan untuk di-itsbat-kan itu 
dilaksanakan telah  terpenuhi syarat  dan  rukun  nikah 
sebagaimana yang  ditentukan  dalam   hukum   Islam 
atau  tidak.  Jika  dalam  pemeriksaan di  persidangan 
tidak terbukti  bahwa  perkawinan itu dilakukan  telah 
sesuai  dengan ketentuan hukum  Islam, hakim  wajib 
menolak  permohonan itsbat nikah itu, walaupun dia- 
jukan dalam rangka menyelesaikan perceraian. Sebab 
bagaimana mungkin hakim menyatakan sahnya suatu 
perkawinan yang  tidak  memenuhi syarat  dan  rukun 
perkawinan. Oleh  karena  itu,  seharusnya ketentuan 
Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) KHI tersebut memberi kriteria 
yang  jelas dan  tegas,  bahwa  perkawinan yang  dapat 
dimohonkan itsbat-nya  ke Pengadilan Agama  adalah 
perkawinan yang dilangsungkan sebelum  berlakunya 
Undang-Undang No. 1 Tahun  1974,  dan  perkawinan 
yang memenuhi syarat dan  rukun  perkawinan sesuai 
dengan ketentuan hukum  Islam.26 
Terkait  Perkawinan  yang   dilakukan   setelah   Un- 
dang-undang No.1  Tahun   1974  diundangkan  yang 
tidak dicatatkan pada  Pegawai  pencatat Nikah secara 
yuridis tidak dapat diitsbatkan. Sebab  ketentuan Pasal 
49 huruf (a) angka  22 Undang-Undang No. 3 Tahun 
2006,  hanya  memberi  izin kepada Pengadilan Agama 
untuk meng-itsbat-kan perkawinan yang dilakukan 
sebelum   Undang-Undang No.  1  Tahun   1974  diun- 
dangkan. Bagi mereka  yang melangsungkan perkaw- 
inan  tapi  perkawinan mereka  tidak  dicatatkan pada 
Pegawai   Pencatat  Nikah,  hal  itu  menjadi   indikator 
bahwa  mereka  tidak patuh  dan  tidak taat  hukum  un- 
tuk mencatatkan perkawinannya. Terhadap perkaw- 
inan  yang  demikian,   hukum   tidak  melindungi   dan 
tidak  diakui  oleh  pemerintah. Oleh  karena  itu, apa- 
bila mereka  mengajukan permohonan itsbat nikah ke 
Pengadilan Agama,  maka  hakim  harus  menolaknya 
karena  tidak ada  landasan yang  logis secara  hukum 
untuk mengabulkannya.27 
Pengadilan Agama  yang  mengabulkan permoho- 
nan  itsbat  nikah  pasca  berlakunya Undang-Undang 
 
 
26Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan  islam di Indonesia…,  h. 37-39. 
27Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan  islam di Indonesia…,  h. 54.
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No. 1 Tahun  1974,  berarti melegitimasi dan mengakui 
perkawinan yang  melanggar  hukum.  Di samping  itu, 
secara   sosiologis  itsbat  nikah  terhadap  perkawinan 
yang  dilakukan  setelah  berlakunya Undang-Undang 
No. 1 Tahun  1974,  akan  menumbuhsuburkan  praktik 
nikah sirri di masyarakat. 
Akan  tetapi   meskipun   permohonan  isbat  nikah 
yang pernikahan sirrinya dilakukan  sebelum  maupun 
setelah  terbitnya  UU No.  1 Tahun  1974,  Pengadilan 
Agama  Manna  tetap  memprosesnya sampai   keper- 
sidangan dan  Majelis Hakim  akan  tetap  mempertim- 
bangkan apabila   nikahnya telah  memenuhi rukun- 
syarat pernikahan maka permohonan isbat nikah 
tersebut  tetap dikabulkan. 
Para  hakim  mendasarkan pendapatnya pada  Un- 
dang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 3 (e) yang isin- 
ya : “perkawinan yang  dilakukan  oleh  mereka  yang 
tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU 
no.  1  Tahun  1974”  yang  digunakan sebagai  alasan 
oleh  hakim  dalam  mengabulkan Perkara  isbat  nikah 
yang  masuk,  hakim  beranggapan bahwa  pasal  terse- 
but berlaku  bagi semua  pelaku  nikah  sirri yang  ingin 
mengisbatkan dirinya  baik  pernikahan sirri tersebut 
dilakukan sebelum  tahun  1974  ataupun setelah tahun 
1974  selama  memenuhi rukun  dan  syarat  pernika- 
han. 
Menurut  mejelis Hakim  ada  beberapa pertimban- 
gan hukum  terhadap pengabulan Isbat nikah tersebut 
diantaranya : 
1.   Alasan Maslahah  mursalah  artinya seorang  hakim 
bersedia   mengabulkan perkara   Isbat  nikah  ber- 
dasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota 
keluarga, misalkan ada seorang anak yang ingin 
masuk sekolah namun tidak mempunyai Akta 
kelahiran,   sedang   untuk  mengurus  akta  kelahi- 
ran  dibutuhkan akta  nikah,  karena  orang  tuanya 
melakukan nikah sirri maka  akhirnya  mereka 
mengisbatkan nikah  mereka  demi  anaknya.  Hal 
inilah yang menjadi dasar bagi seorang hakim 
mengabulkan Isbat nikah. 
2.   Karena Nikah sirri bagi sebagian masyarakat daer- 
ah merupakan sebuah tradisi, dan  seorang  hakim 
diharuskan menggali  hukum  adat  setempat, dan 
seorang  hakim  berpedoman pada  kaidah  fiqh Al 
adah   al  muhakamah  (adat   merupakan sebuah 
hukum)  dan  dar’ul  mafasyid  maqomu ala  jalbul 
masholeh. Walaupun pernikahan  sirri dilakukan 
oleh orang  yang mampu sekalipun. 
3.   Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelas- 
kan dalam  pasal 7 ayat 3 (e) : “Perkawinan yang 
dilakukan   oleh  mereka   yang  tidak  mempunyai 
halangan perkawinan menurut UU No.  1 Tahun 
gan  Majelis Hakim,  selama  pernikahan  tersebut 
Sah  (sesuai  rukun-syaratnya) menurut syariah  is- 
lam maka ia dianggap tidak mempunyai halangan 
untuk mengisbatkan nikahnya. 
 
Untuk alasan  nomor  3 di atas peneliti mempunyai 
pandangan lain terkait dengan Pasal 7 Ayat 3 (e) yang 
berbunyi  : “Perkawinan yang  dilakukan  oleh  mereka 
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut 
UU No. 1 Tahun  1974”.  Memerlukan kajian tersendiri 
tidak bisa asal tafsir. Karena sudah  jelas bahwa  setelah 
terbitnya  UU No. 1 Tahun  1974  terutama dalam  pasal 
2 ayat  2 yang  menjelaskan : “Tiap-tiap  perkawinan 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.   seorang   hakim   tidak  boleh   memutuskan 
perkara  isbat  terhadap pernikahan sirri yang  dilaku- 
kan setelah tahun  1974. 
Kemaslahatan  yang   jadikan   alasan   oleh   hakim 
untuk  menerima permohonan itsbat menurut penulis 
dapat diterima.  Akan tetapi  kekhawatiran yang  akan 
muncul adalah akan muncul pelaku nikah sirri di masa 
yang  akan  datang. Sehingga  dapat diibaratkan itsbat 
nikah  bagaikan pisau  bermata  dua.   Disatu  sisi ke- 
maslahatan diperlukan  untuk  memberikan kepastian 
hukum  bagi hak yang ada  dalam  diri seorang  suami, 
isteri dan anak. Di sisi lain keberadaan itsbat nikah da- 
pat  mengakibatkan menjamurnya praktek  nikah  siri, 
Karena  dalam  anggapan masyarakat dengan adanya 
itsbat nikah, nikah siri bisa diakui bahkan gratis mela- 
lui Sidang Itsbat Terpadu. 
Melihat kondisi  yang  demikian,  perlu  adanya pen- 
guatan  administrasi  pencatatan nikah dalam  bentuk 
penerapan sanksi  bagi  pelaku  pernikahan yang  tidak 
tercatat (nikah Siri). Sebab  apapun alasanya, yang  pasti 
bahwa  perkawinan yang tidak tercatat  adalah suatu pe- 
langgaran terhadap undang-undang pekawinan. Hal ini 
sesuai dengan dalil atau kaidah fikih yaitu : 
ΔΤϠμϤϟΎΑ ρϮϨϣ Δϴϋ΍ήϟ΍ ϰϠϋ ϡΎϣϷ΍ ϑήμΗ 
 
“Tindakan imam  terhadap rakyatnya harus  dikait- 
kan dengan kemaslahatan.”28 
Kaidah fikih diatas  memberikan penjelasan bahwa 
aturan  seperti  adanya perintah  pecatatan perkaw- 
inan bukanlah merupakan suatu  keperluan admin- 
istratif saja tetapi suatu tindakan untuk terjaminnya 
kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. 
 
Kesimpulan 
Dari berbagai uraian  dan penjelasan mengenai 
pelaksanaan itsbat nikah  Terpadu di  Kecamatan Ke- 
durang   dapat diambil kesimpulan sebagai  berikut : 
1.  Peraturan  Itsbat  Nikah  Terpadu  tertuang   dalam
1974”.  Pasal  ini juga yang  dijadikan  oleh Majelis            
Hakim  Pengadilan Agama  Manna,  sebagai  dasar
mengabulkan isbat nikah.  Karena  dalam  pandan- 
 
20. 
28Rah  mad  Syafei, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta:  Pustaka  Aisa, 1999),  h.
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Perma  No  1 Tahun  2015.  Yang  mengatur meka- 
nisme  pelaksanaan sidang  itsbat terpadu. Semen- 
tara  untuk  aturan  hukum  tetap  berdasar kepada 
aturan   yang   telah   ada.   Sebagaimana  tertuang 
dalam  Perma  No 1 Tahun  2015  Pasal  11 ayat  (9) 
yang menyatakan : Pelaksanaan sidang dalam  Pe- 
layanan Terpadu dilakukan  sesuai dengan hukum 
acara dan ketentuan yang berlaku (UU Perkawinan 
No 1 Tahun  1974). 
2. Itsbat  Nikah  terpadu dilaksanakan Pengadilan 
Agama   Manna   di  kecamatan  Kedurang   sesuai 
dengan Perma  No  1  tahun  2015.  Dasar  hukum 
pelaksanaan Itsbat  Nikah  yaitu  KHI Pasal  7 ayat 
(1). Sedangkan pertimbangan yang digunakan ha- 
kim dalam memutuskan Itsbat Nikah Terpadu ada- 
lah   kemasalahatan. Dengan  adanya itsbat  nikah 
terwujudlah perlindungan atas hak-hak  masing- 
masing pasangan karena  perkawinan mereka telah 
mendapat pengakuan hukum    dan  memberikan 
jaminan  jiwa, harta  dan keturunan yang merupak- 
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